BUPATI ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a,

BUPATI ROTE NDAO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

Tahun Anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;

pPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang — Undang Nomor 28 Tah_un 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 .Nomor 7$,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 38511)j’ndan£' Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Undang e Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa
Pembentu e '(Lembaran Negara Republik
Tenggara 2002 Nomor 22, Tambahan

g Tahun ;
indol‘;l:]?; Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
em

§

d




10.

L,

12,

U_ndang = Undan

Keuangan N & Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Ta;ggra (Lembaran Negara Republik
Lembaran N 7 2003  Nomor 47, Tambahan

Undang - Sizra Republik Indonesia Nomor 4286);
Perbendahar ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

aan Negara
Indonesia Tahun 2

Lembaran Negara Re

(Lembaran Negara Republik

2004 Nomor 5, Tambahan

publik Indonesia Nomor 4355);

U _ ?

P:;iini Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

i Tiksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab
angan  Negara (Lembaran Negara Republik

; Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Re

Und publik Indonesia Nomor 4400);
S ang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Istem  Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemeérintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587?;
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Unc?ang = Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerfntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
un 2015 Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Indonesia Tah

" ‘ :
?efnubt:;an Lembaran Negara Republik Indonesia
a

601);
;Iom::rzn ]Jpemerintah Nomor 109 Tahun 2000
era

la Daerah dan
{ dukan Keuangan Kepa .
tenta.mSK herf]: LIljo.eus:rath (Lembaran Negara Republik
Wald? 'ep Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Indo‘:;l es::l Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Lembar

J




13.

14,

13.

16.

17,

18.

* 10,

20.

21.

Peraturan P
eémerint
Dana  Perimp, ah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Indonesig Taﬁjﬁango(Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Re ?)5. Nomor 137, Tambahan
Peraturan Pemerinta}I:.uN s e e itior Al
Sistem  Informas;j K omar 56, Tahun 2005 fentang
Negara Republik Ing euangan Daerah (Lembaran
Tambahsn Lcmba_raine:;a Tahun QOOSI Nomor 138,
Nomor 457 6); egara Republik Indonesia
gﬁ?{)a:;ran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Kepada Daerah ‘(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 N a g p
Lieivbairan iis . ; omor ‘139, Tambahan
Farsinran be f}ira e}}:ubllk Indonesia Nomor 4577);
Pengelolaan Kerlzl;f Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Renuiilil « Id Tgan Daerah (Lembaran Negara
onesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); -
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); .
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun.2005
tentang Fedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Llernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); :
Peraturan ‘Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan  Penyelenggara " Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
+ Perwakilan Rakyat dan Informasi

Kepada Dewal ‘ :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor.esia Nomor 4693); :
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te.ntang
Pembagian Urusan Pemerinta}ha.n antara Pemtenntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemenntaha}n
Daerah I{abupaten/l{ota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor' 82, ‘Tamba_han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Daerah

J

{



30.

31.

32.

-

33.

34.

35.

36.

Peraturan
Daerah K
Tahun 2009 teﬁtanabugaten‘Rote Ndao Nomor 12
Badan PenanEBU1ang§n Bl'gamsa.si dan Tata Kerja
Rote Ndao (Lembaran D-aee :fna ARersh, [SAEpE
Tahun 2009 Nomo rah Kabupaten Rote Ndao
Tambahan Le r 012 Seri D Nomor 010,
mbaran Daerah Kab
Nomor 084); abupaten Rote Ndao
Peraturan Da ;
Tahun 2009 e‘;z:t I\abuW'F’at‘.\'er’t_R(:.ote Ndao Nomor 13
Sekistagiat D ang Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten R tewan Pengurus KORPRI Daerah
Bote Nas Talc')l e Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten
ol 18 UE 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011,
mbaran Daerah
Noraer 085); rah Kabupaten Rote Ndao
iefturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9
Va un 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Kenangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor
009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 101);
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Rote Ndao Tahun 2012 Nomor O11,

Kabupaten
Daerah Kabupaten Rote Ndao

Tambahan Lembaran
Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 20 12
Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rote Ndao Momor 104); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembarar: Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014
Nomor 0 Lembaran Daerah Kabupaten
?

te Ndao Nomor 123);
Ro- turan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3
P a2 Usaha (Lembaran

tan Retribusi Jas
Tahun 2012 ter ANE 7012 Nomor

4 ten Rote Ndao Tahun
o B rah Kabupaten Rote

Daera
013, Tambahan Lembaran Da¢
Jor 105);

Ndao Now Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4
Peraturan h centans Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun spah X abupaten Rote Ndao Tahun 2012
(I,e:mb2:11{')5‘;7\14r Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

pmor ’ .
N NomOI" 106):

Rote Ndao

d

o e ——————



aturan
Tahun 20?; eiah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5
Belanja Daeragnt?{r;gb Anggaran Pendapatan dan
Anggaran 2016 (Be upaten Rote Ndao Tahun

"
Tahun 2015 Nomor (ljt:?ogﬁcrah Kabupaten Rote Ndao

Peraturan

Tahun 20 fgat’.:‘ah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3
Perangkat Daerzrtlltang Pembentukan dan Susunan
Daerah Kabh Kabupaten Rote Ndao (Lembaran
055, Tacth Epaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor
Nda,o i aban Lembaran Daerah Kabupaten Rote
Peraturan 011‘:') " |

i 20??311 Kabupaten Rote Ndao Nomor 5
Pebitagsian. 4 tentan.g Perubahan  Anggaran
1\.Idac s an Belanja Daerah Kabupaten Rote
vy n Anggaran 2016 (Lembaran Daerah

abupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 057);

38.

39.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEBUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

memuat :
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca
Laporan Operasiona.l
Laporan Arus Kas .
Lapcran Perubahan El;’.UltaS n
( as Laporan {euan ‘ Ny
(2) Lapofs;nc;{a;j;r;:i scbagaimana dimaksud pada ayat (1)dd11am1;;;
dengan laporan kin ktisar laporan keuangan badan usaha

erja dan 1
milik daerah/perus

moao TP

e o

ahaan daerah.



ak
€bagaj berikut -Sud Safim Pawel 1. syatiiy
1. Pendapatan ‘
a. Pendapatan
b. Belanja
. Trans_]fer Rp. 708.870.066.4 13,57
! Rp. 637.986.247.953,00
~ Surplus/defisit Rp. 75.343.193.524.00
d. Pe;nblayaan Rp. (4.459.375.063,43)
- Penerimaan ..
- Pengeluaran Rp. 59.301.789.714,96
Pel‘nbiayaan Netto Rp.  5.500.000.000,00

Rp. 53.801.789.714,96

Pasal 3

Uraian laporan realisasi an
aran : :
adalah sebagai berikut : g8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

1.

Y

w

. Selisih anggaran

Selisih g
Re 1235 Ssaangbara?m dengan  realisasi pendapatan sejumlah
p.20. .341.340,43 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran gendapatan Rp.729.228.407.754,00

b. Realisasi N _ Rp.708.870.066.413,57
Selisih lebih /(kurang) Rp. 20.358.341.340,43
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp.70.223.124,042,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja Rp.708.209.371.995,00
b. Realisasi Rp.637.986.247.953,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 70.223.124.042,00
asi transfer sejumlah Rp.2.760.066,00

Selisih anggaran dengan realis

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer Rp. 75.345.953.590,00
Rp. 75.343.193.524,00

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 2.760.066,00

Selisih  anggaran realisasi surplus/defisit sejumlah
bagai berikut :
BT
RP-(49-867-5;%7§7’ ) Rp. (54.326.917.831,00)
a. Surplus," efis RD. (4.459.375.063.43)
b. Realisasl Rp. (49.867.542.767,57)

dengan
dengan rincian se

Selisih lebih / (kurang)

dengan realisasi pe

Rp.525.128.1 16,04 dengan rincian

nerimaan pembiayaan sejumlah

Rp.59.826.9 17.831,00

. i an
a. Anggaran penerimaan peaR RQ.59.301.789.714,96 ({
isasi ~ 525.128.116,04
b. Realisasl o sl Lobih/ (kurang) Rp

§

BT s



Rp. 5.500.000.000,00
Rp. 5.500.000.000,00
Seen Rp. 0,00
a.p Ang.gaf381:1116’04. den ncian sebap:'n;bléyaan Se Admmiad
b. Reali . Pembiayaan netto s

isasi - Rp.54.326.917.831,00

Selisik lebit/(lurang) Rp.53.801.789.714,96
Rp. 525.128.116,04

gan  realigasi
gan ri

Laporan perubahan sl g
pasal 1 ayat (1) huru:’ Zlg:ra;lggDar an }:bih sebagaimana dimaksud dalam
€sember Tgh : : .
o Saldo anggaran b awer R e o 4
s : .59.231.917.831,
" Saldoea; [lurang pembiayaan Anggaran Rp.49.342.414.651,53
. ggaran lebih akhir Rp.49.342.414 651,53

e _ Pasal 5
eraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.1.085.342.694.754,93

b. Jumlah kewajiban Rp. 5.000.138.396,00

¢. Jumlah ekuitas dana Rp.1.080.342.556.358,93
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016
sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan

b. Jumlah beban

¢. Surplus/Defisit-LO

Rp.733.160.833.734,24
Rp.615.932.772.450,58
Rp.117.228.061.283,66

Pasal 7
aksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e

ebagaimana dim
us kas sebag dengan 31 Desember Tahun 2016

Laporan ar : .
untuk Tahun yang berakhir sampal

sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januarl ?‘ahun
b. Arus kas dari aktifitas operas!
PR . i tasi
c. Arus kas darl aktifitas 1nves Rp.(212.292.201-038,00)
non keuangal R 5.430.128.117,00
: o 1etifi danaan p- ] ’
d. Arus kas darl aktifitas pisitoris Rp. [2,938.123.401,05) j

Arus kas dari aktifitas tr q/
£ Saldokasslt Rp. 47.015.267.122,53

31 Desember Tahun 2016

2016 Rp. 62.022.028.269,01
Rp.205.653.691.409,57

¢

[ e A



Laporan perubap
huruf f untyk Tah
2016 sebagai berik
a.
b.
&

d.

Catatan atas laporan key
ayat (1)

Ekuitas Awg)

Surplus/deﬁsit - LO
Dampak kumuy]
kesalahan men

EkUitaS a_l{_hir

Pasal 8

an ekuj .
itas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

un yvang pb : .
ut & berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

Rp.1.001.939.097.545,87
Rp.117.228.061.283,66

atif perubahan kebijakan/
dasar

Rp.(38.824.602.470,60)
Rp.1.080.342.556.358,93

Pasal 9

angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf BB
8 Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas akun-akun laporan keuangan.

Uraian lebih lanjut men
sebagaimana dimaksud
merupakan bagian yang

terdiri dari ;

1.

Rl U

-

Lampiran |

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

L1

L2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

I.10
I.11
IT
111
v

Pasal 10

genai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara

Daftar piutang daerah

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset lainnya
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan  sampai  akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya

Daftar dana cadangan daerah dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca
Laporan Operasional

[T R e



5. Lampiran v ;
6. Lampiran v : Laporan Arus Kas
7. Lampiran vy ; Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas laporan keuangan
Laporan Kinerja dan Ikht it
i tisar Laporan Keu -
Daerah/ Perusahaan sebigatn angan Badan Usaha Milik

ana dimaksud dal
t d A alam Pasal 1 ayat (2)
tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX Peraturan Daerah ?ni.

. Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Ke

pertanggungjawaban pelaksanaan AP
pertanggungjawaban APRD.

pala Daerah tenfang penjabaran
BD sebagai rincian lebih lanjut dari

. Pasal 13
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rote Ndao.

di Ba’a

Ditetapka i
al 31 Agustus 2017

paga It

(i Ba'a,
31 Agustus 2017

Diundangkan

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN

7NOMOR 061

| UPA
NOMOR REG. PERATURAN DA:ER?H KAB
NUSA TENGGARA TIMUR: 05201

TEN ROTE NDAO PROVINSI

SR o i s ]



